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PRAKATA 

 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "Benteng Laut 

Nusantara: <Pengawasan Perikanan di Perbatasan: Perspektif Hukum dan 
Keadilan" akhirnya dapat terselesaikan. Kehadiran buku ini didorong oleh 

kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut 

yang sangat luas, menyimpan potensi sekaligus tantangan besar dalam 

menjaga kedaulatan perairannya. Salah satu aspek penting yang tidak dapat 

diabaikan adalah pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, 

khususnya di daerah perbatasan yang rentan terhadap praktik penangkapan 

ikan ilegal, penyelundupan, hingga konflik kewenangan. 

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi rujukan akademis 

maupun praktis bagi para mahasiswa, peneliti, pengambil kebijakan, serta 

aparat yang berkecimpung dalam bidang kelautan dan perikanan. Dengan 

pembahasan yang mencakup pentingnya menjaga kedaulatan wilayah 

perairan, teori dan konsep pengawasan perikanan, pengawasan pengelolaan 

di wilayah perbatasan, pelaksanaan kewenangan pemerintah, serta gagasan 

mengenai konsep ideal pengawasan perikanan yang berkeadilan, penulis 

berusaha memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang 

urgensi dan strategi pengawasan di kawasan laut perbatasan Nusantara. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat 

diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir 

kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam 

ranah akademik maupun praktik, serta turut memperkuat upaya menjaga 

kedaulatan bangsa melalui pengelolaan dan pengawasan sumber daya laut 

yang berkeadilan. 
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1 
PENTINGNYA MENJAGA  

KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN 

 
Indonesia yang merupakan negara kepulauan (archipelagic state) 

terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang di miliki kurang lebih 17.499 

pulau besar dan kecil, 13.466 di antaranya pulau bernama dan telah dideposit 

di Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation). Secara keseluruhan Indonesia 

memiliki panjang garis pantai sekitar 80.791 km21, garis pantai terpanjang 

kedua setelah Kanada, dengan luas perairan mencapai 6.315.222 km2.  

Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia 

adalah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang 

menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.2 Luas perairan 

atau wilayah laut Indonesia yaitu 5,9 juta km2 , yang terdiri dari 0,4 juta km2 

perairan teritorial, perairan nusantara seluas 2,8 juta km2 , serta Zona 

Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km2.3 Indonesia memiliki perbatasan darat 

dengan Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini sepanjang 3.092,8 km2. 

Letak geografis yang demikian membuat Indonesia menjadi salah satu negara 

maritim. Kondisi ini tentunya membawa banyak dampak positif, salah satunya 

adalah melimpahkan sumber daya alam laut, khususnya perikanan. 

 

 

 

 
1 Kahar Lahae, <Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Hukum Dan 

Keadilan (The Spatial Planning Of Coastal And Marine Areas On The Law And Justice 

Perspective)= (Universitas Hasanuddin, 2016). Hlm.1 
2 Rachmat Trijono, <Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan,= Jurnal Badan Pembinaan 

Hukum Nasional 1, no. 1 (2015): 1–175. Hlm.1 
3 Alma Manuputty, et.al.. 2012. Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai 

dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

Makassar: Arus Timur. Hlm. 1-2 



 

 

2 
TEORI DAN KONSEP  

PENGAWASAN PERIKANAN 

 
A. MENGULAS PENGAWASAN SECARA UMUM 

1. Pengertian Pengawasan  

Pengertian pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah 

direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan 

serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam 

pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut 

dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya 

wujud semula. 19  Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau 

pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.20 

pengawasan menurut S.P Siagian merupakan proses pengamatan 

daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 21  Berdasarkan Hukum 

Administrasi Negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum 

pemerintah (bestuurrechtshan delling), suatu tindakan yang dimaksud untuk 

menimbulkan akibat-akibat hukum.22  

 

 

 

 
19 Hidayat. 1984. Sekilas Tentang Pengawasan. Majalah Keuangan No.125. Hal: 23, Dikutip 

dalam buku: Bohari. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm: 4 
20 Bohari. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 3-4 
21 S.P. Siagian. 1990. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. Hal: 107, Dikutip dalam 

buku: Viktor M. Situmorang. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup 

Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm.19 
22 Ridwan H.R. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 

187-188 



 

 

3 
PENGAWASAN PENGELOLAAN  

PERIKANAN DI WILAYAH PERBATASAN 

 
A. HAKIKAT PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN 

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan hakikat adalah inti sari atau 

dasar; hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. 

Hakikat dalam pengertian berkaitan dengan makna atau arti, bukan fakta 

yang terjadi.157 Hakikat dapat dipahami sebagai intisari, bisa pula berupa sifat-

sifat umum dari sesuatu. Bisa juga dipahami sebagai diri pribadi atau jati diri 

sesuatu. Dalam Bahasa Inggris, sering kita dapati istilah-istilah seperti 

substance9 atau 8essence9, yang keduanya menunjuk suatu 8essencial nature 

atau ultimate nature of a thing9. Jadi bisa pula dipahami sebagai inti dasar 

atau inti tertinggi sesuatu.158  

hakikat pengawasan pengelolaan perikanan di Kalimantan Utara adalah 

untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, melindungi 

sumber daya laut, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan 

keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi kepentingan nasional. 

Pengawasan bertujuan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, 

memastikan keberlanjutan sektor perikanan, serta mengatur penggunaan dan 

pemanfaatan sumber daya perikanan secara bijaksana. 

Hal ini juga berarti bahwa sumber daya perikanan merupakan sumber 

daya milik bersama, seluruh rakyat berhak atas pemanfaatannya, namun juga 

berkewajiban menjaganya. Pengelolaan perikanan berkelanjutan, Eksploitasi 

sumber daya perikanan harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak 

 
157 Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. 

Jakarta. hlm. 515. 
158 Suparlan Suhartono. 2008. Filsafat Ilmu pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu 

Pengetahuan. Cet. 1. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta. Hlm. 107. 



 

 

4 
PELAKSANAAN KEWENANGAN  

PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN 

PENGELOLAAN PERIKANAN 

 
Pengawasan Pengelolaan Perikanan dalam perspektif hukum tentang 

otonomi daerah pada dasarnya adalah power sharing kewenangan 

pengelolaan sumber daya perikanan laut antara pemerintah pusat dengan 

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian kewenangan 

dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan laut ini untuk 

efektivitasnya dilakukan oleh kelembagaan yang secara otoritatif diberikan 

kewenangan untuk melaksanakannya. Berdasarkan lampiran pembagian 

urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014). dengan kelembagaan yang tepat. 

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut (perikanan tangkap dan 

budidaya) kelembagaan yang dimaksudkan pada pembahasan ini meliputi 

organisasi (lembaga), sumber daya manusia dan pengaturan organisasi.  

Pengawasan pengelolaan perikanan di Indonesia melibatkan 

pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua tingkat 

pemerintahan ini memiliki peran dan kewenangan yang berbeda namun 

saling melengkapi dalam memastikan keberlanjutan dan pengelolaan sumber 

daya perikanan secara efektif, terutama di wilayah perbatasan seperti 

Kalimantan Utara. 

 

 

 

 

 



 

 

5 
KONSEP IDEAL PENGAWASAN  

PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH 

PERBATASAN YANG BERKEADILAN 

 
Konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan 

yang berkeadilan dapat diwujudkan dengan menerapkan Co-Management 

(pengelolaan bersama) antara pemerintah, nelayan, dan komunitas lokal. Co-

Management adalah konsep yang menekankan kolaborasi antara berbagai 

pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang dalam 

konteks perikanan melibatkan pemerintah, nelayan, dan komunitas pesisir, 

terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan unik. Untuk 

menjaga integritas dan kelestarian sumber daya perikanan nasional, 

pengelolaan perikanan perbatasan harus diawasi lebih khusus. Karena 

kompleksitas geografis, politik, dan sosial, penegakkan hukum di wilayah 

perbatasan seringkali menjadi tantangan. 

Konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan 

yang berkeadilan dengan pendekatan Co-Management sangat relevan untuk 

diterapkan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Daerah ini berbatasan 

dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina, sehingga tantangan 

dalam pengelolaan perikanan termasuk illegal fishing, konflik sumber daya 

lintas batas, dan kerentanan ekosistem laut. Melalui pendekatan Co-

Management, pemerintah, nelayan, dan komunitas lokal dapat bekerja sama 

untuk mencapai pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Mengatasi 

berbagai permasalahan dan isu-isu yang muncul dalam Pengawasan 

pengelolaan perikanan, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang 

kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok 

nelayan, pengusaha perikanan, dan lain-lain) dan pemerintah yang dikenal 

dengan Co-Management (Collaborative Management) yang menghindari 
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